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BAB IV  
GAMBARAN UMUM 
4.1 Gambaran Umum Instansi 
Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan 
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah terdiri atas urusan pemerintahan 
wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas 
urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan 
pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan 
perangkat daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) 
didasarkan pada beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing 
daerah dan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi serta 
komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah47. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi, gubernur dan wakil 
gubernur dibantu oleh organisasi perangkat daerah. Secara umum, organisasi 
perangkat daerah bertugas membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan 
pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan pemerintah daerah. Organisasi 
perangkat daerah di provinsi Jawa Timur meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat 
DPRD Provinsi Jawa Timur, Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat 
Provinsi Jawa Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 
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Timur, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Daerah 
Provinsi Jawa Timur, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan 
Pembangunan Jawa Timur, Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur, dan Satuan Polisi 
Pamong Praja Provinsi Jatim.  
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas 
membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan 
administratif. Sekretariat Daerah juga memiliki fungsi demi suksesnya tugas 
mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya 48: 
a. Penyusunan kebijakan pemerintahan provinsi; 
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; 
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan provinsi; 
d. Pelayanan administrasi dan aparatur pemerintahan provinsi; dan 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan 
tugas dan fungsinya. 
Terdapat beberapa akses untuk menghubungi Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Timur, yaitu: 
a. Website dengan alamat http://jatimprov.go.id 
b. Telepon di (031) 3520005, 3254001 – 11 psw. 1101 
c. Faximilie di (031) 3533905 
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4.1.1 Visi dan Misi Instansi 
Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-
2019 adalah49: 
“Jawa Timur lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan 
Berakhlak” 
Adapun misi yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah guna 
menyukseskan visi, yaitu50: 
a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; 
b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, berdaya 
saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi; 
c. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang; 
d. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; 
e. Meningkatkan kualitas keshalehan sosial dan harmoni sosial 
4.1.2 Struktur Organisasi Instansi 
Susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dijabarkan 
sebagai berikut51: 
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan: 
a) Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 
b) Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial; dan 
c) Biro Hukum; 
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinasikan: 
a) Biro Administrasi Perekonomian; 
b) Biro Administrasi Sumber Daya Alam; dan 
c) Biro Administrasi Pembangunan; 
3. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan: 
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a) Biro Organisasi; 
b) Biro Umum; dan 
c) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; 
 
Penilaian kinerja aparatur sipil negara merupakan kegiatan yang dilaksanakan 
guna mengevaluasi tingkat kinerja seorang aparatur. Hingga tahun 2013 akhir, 
penilaian kinerja di lingkungan pemerintah Republik Indonesia menggunakan 
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979. Mulai tahun 2014, setiap ASN Republik 
Indonesia penilaian prestasi kerjanya dilakukan dengan menggunakan Sasaran 
Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Perilaku Kerja yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.  
Penilaian kinerja dalam lingkungan pemerintah dipakai untuk mengukur atau 
menilai tingkat kinerja aparatur,  yang perlu digarisbawahi ialah jumlah aparatur 
sipil negara yang berjumlah banyak. Keunggulan DP3 adalah desain atau konsep 
penilaiannya yang sanggup atau mudah untuk mengukur tingkat kinerja pegawai 
dalam jumlah banyak. Namun, obyektifitas penilaiannya tidak dapat diandalkan, 
sebagai contoh adanya bias dalam penilaian kinerja yang berbasis DP3, yaitu 
HALO effect, dimana pendapat pribadi penilai terhadap pegawai yang dinilainya 
yang akan berpengaruh dalam pengukuran prestasi kerja.   
Kemudian, kekurangan yang terdapat dalam sistem penilaian kinerja berbasis 
DP3 ialah indikator dalam penilaian kinerja pegawai masih belum dapat 
mengukur tingkat kinerja pegawai yang sesungguhnya. Dalam penilaian kinerja 





aspek prestasi kerja memang ada namun tool atau alat ukurnya yang tidak jelas 
atau hampir tidak ada, sehingga penilaian kinerja menjadi subyektif.  Kesimpulan 
yang dapat ditarik berdasarkan penjelasan diatas yaitu penilaian kinerja yang 
berdasarkan DP3 yang diatur dalam PP nomor 10 tahun 1979 dapat dikatakan 
sistem penilaian kinerja ini hanya mampu untuk menilai perilaku pegawai saja, 
sedangkan prestasi kerjanya tidak dapat diukur karena tidak adanya tool yang 
digunakan untuk mengukur prestasi kerja yang dilakukan oleh pegawai52.  
DP3 dianggap tidak dapat diteruskan lagi sebagai sistem penilaian kinerja di 
lingkungan pemerintahan, sehingga lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2011. Kehadiran PP ini untuk melengkapi DP3 yang tidak obyektif, tidak 
ada penilaian untuk prestasi kerja, dan ketiadaan sanksi bagi ASN yang 
bermasalah. Lahirnya PP Nomor 46 Tahun 2011 diharap mampu untuk menilai 
kinerja riil pegawai pemerintah. Konseptual PP ini dapat dikatakan sangat baik 
dan dijamin obyektifitasnya karena pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh 
pegawai pemerintah dari unsur pimpinan tertinggi sampai terbawah ini terhubung, 
ada benang merahnya dari pimpinan tertinggi sampai pegawai terbawah, model 
penilaian ini dimulai dari atas ke bawah. Tanggung jawab penilaian prestasi kerja 
dibebankan kepada atasan langsung pegawai yang dinilai karena dianggap atasan 
langsung lebih memahami kondisi bawahannya53.  
Tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tidak menyadari 
kompleksitas dan majemuknya tugas pegawai, namun kalau dilihat dari 
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konseptualnya, peraturan pemerintah ini sudah baik. Sehingga dalam praktiknya 
susah untuk dijalankan, karena terdapat pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bukan 
sebagai tugas pokok tetapi memiliki beban kerja yang lebih tinggi, contohnya 
seperti hibah, yang merupakan tugas tambahan, dimana dalam hibah ini 
diharuskan untuk membagi anggaran yang berkisar ratusan milyar rupiah. 
Sesungguhnya Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ialah alat untuk mengevaluasi 
organisasi. Dalam PP ini terdapat komplikasi antara tugas pokok dan tugas 
tambahan pegawai, dimana tugas tambahan yang memiliki beban kerja lebih 
tinggi dibandingkan dengan tugas pokok pegawai. Seharusnya, tugas pokoklah 
yang mestinya memiliki beban kerja yang lebih tinggi dibanding tugas 
tambahan54. 
Sistem SKP ini disamping untuk menilai perilaku kerja para pegawai, juga 
menilai sasaran kerja pegawai yang dibuat sejak awal oleh atasan langsung 
pegawai yang berupa kontrak kerja. Sesungguhnya SKP ialah kontrak kerja yang 
dibuat di awal tahun dan akan dievaluasi di akhir tahun. Dalam SKP terdapat 
target-target kerja pegawai dalam jangka waktu satu tahun. Tetapi tidak setiap 
pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dapat dinilai dalam SKP. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa SKP adalah tanggung jawab seluruh pegawai terhadap 
atasannya. 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 sudah diterapkan di wilayah 
pemerintahan negara Indonesia sejak 2014, pada tahun 2014 dimana SKP baru 
saja diterapkan, banyak pegawai pemerintah yang kebingungan dengan kehadiran 







SKP. Hal ini dikarenakan banyak pegawai yang tidak tahu tugas jabatannya, 
sehingga kebingungan ketika akan mengisi tugas-tugas ke dalam kontrak kerjanya 
(SKP). Untuk tahun 2017 penerapan SKP di wilayah pemerintahan Indonesia 
sudah mulai membaik, pada awal-awal penerapan SKP masih banyak pegawai 
yang belum tahu dan paham tentang SKP. Berjalannya dua tahun penerapan PP 
Nomor 46 Tahun 2011 belum ada lembar rekomendasi yang pernah diisi. Lembar 
rekomendasi ini berisi tentang penilaian penilai terhadap orang yang dinilai, 
sebagai contoh, pegawai yang memiliki kompetensi tinggi namun kinerjanya 
rendah sebaiknya dipindah ke instansi lain. Kalau pegawai yang kompetensinya 
rendah namun kinerjanya tinggi agar diberikan pendidikan. Lembar rekomendasi 
dapat dikatakan penting karena dapat membantu pegawai yang memiliki masalah 
di tempat kerja.  
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 mengatur tentang Sasaran Kerja 
Pegawai serta Perilaku Kerja yang dilaksanakan oleh pegawai pemerintahan di 
Republik Indonesia. Bagi aparatur pemerintah yang perilaku kerjanya mendapat 
nilai 50 kebawah, akan mendapatkan sanksi sedang. Kemudian bagi aparatur 
pemerintah yang perilaku kerjanya mendapatkan nilai 25 kebawah mendapatkan 
sanksi berat. Selama PP ini diterapkan di Republik Indonesia, belum ada aparatur 
pemerintah yang mendapatkan sanksi sedang maupun berat. Salah satu 
penyebabnya sebagaimana disebutkan oleh salah satu pegawai di Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu adanya faktor kultur Jawa, 






“Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 merupakan macan kertas, 
secara konseptualnya benar dan baik, namun secara implementasinya nanti 
susah dijalankan. Karena, pertama, pegawai pemprov itu banyak jumlahnya, 
variannya banyak. Kita itu ngurus 55.000 orang lebih, sekarang mau pakai 
sistem manajemen apa, dengan jumlah pegawai yang sebanyak itu”55 
 
Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2011 dianggap terlalu lama rentang waktu evaluasinya, dimana 
SKP dibuat di awal tahun dan dievaluasi di akhir tahun. Hal yang ditakutkan ialah 
dari terlalu lamanya rentang waktu evaluasi adalah kelupaan penilai ataupun 
pegawai yang dinilai tentang pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan selama 
setahun. Ditambah dengan harusnya ada nilai harian dari setiap tugas atau 
pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pegawai. Sehingga pegawai yang dinilai 
sadar bahwa setiap pekerjaan yang mereka jalankan benar-benar diperhitungkan 
bebannya dalam sistem penilaian kinerja.  
Dalam penyusunan SKP setiap ASN wajib membuatnya berdasarkan RKT 
intansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan aspek-aspek berikut, 
diantaranya: jelas; dapat diukur; relevan; dapat dicapai; dan memiliki target 
waktu. Dalam tugas jabatan ASN yang memiliki anggaran dana dari pemerintah 
maka penilaian meliputi aspek biaya. Setiap intansi dalam menyusun standar 
teknis kegiatan dijalankan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala 
Badan Kepegawaian Negara. 
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